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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian terdahulu, dapat dicatat bahwa terdapat sejumlah faktor 

yang melatarbelakangi teljadinya sengketa tanah di Desa Narumonda. Diantaranya 

adalah: pertama, ketidakjelasan tapa! batas tanah; kedua, ketidakjelasan cara 

pembagian tanah waris yang dilakukan oleh para orang-<>rang tua terdahulu; ketiga, di 

antara pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat membuktikan kepemilikan terhadap 

tanah dalam bentuk sertifikat. 

Dalam menyelesaikan sengketa tersebut, hukum yang ditempuh masyarakat di 

Desa Narumonda sangat plural. Masyarakat mempunyai beberapa pilihan dalam 

menyelesaikan sengketa tanah yang mereka alami. Ada yang menyelesaikan sengketa 

tanah melalui j alur formal (pengadilan negeri/ligitasi) maupun informal (musyawarah 

adat/nonligitasi). Tetapi umumnya masyarakat Desa Narumonda lebih memilih 

mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara informal. Hal itu disebabkan karena 

mereka masih sangat menghargai hukum adat, dan mereka sangat menghargai 

keputusan-keputusan yang diambil melalui musyawarah dalihan na tofu. Penyelesaian 

sengketa tanah melalui jalur formal (pengadilan) cenderung menjadi pilihan 

masyarakat ketika sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah adat pada 

institusi dalihan na tofu. 

Mekanis111e informal menjadi pilihan utama masyarakat apabila mereka 

mempunyai sengketa, karena masyarakat berpendapat bahwa penyelesaian sengketa 

melalui mekanisme informal bukan hanya karena mekanisme tersebut murah, cepat 

dan mudah, tetapi mebnisme informal diyakini dapat menjaga keharmonisan dan 
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relasi antara masyarakat Tetapi sayangnya, walaupun masyarakat menjadikan jalur 

informal sebagai pilihan utama, namun mekanisme informal ini belum menjadi bagian 

yang terintegrasi dari mekanisme atau sistem hukum yang didukung oleh pemerintah 

secara sungguh-sungguh sehingga keputusan-kepututsannya bisa digugat ke 

pengadilan oleh pihak yang tidak puas. 

B. Saran-Saran 

I . Disarankan agar nilai-nilai kearifan Jokal yang ada pada masyarakat Desa 

Narumonda tetap dijaga, karena mekanisme penyelesaian sengketa yang 

dilakukan melalui jalur informal (musyawarah adatlnonligitasi) adalah budaya 

bangsa yang sangat penting untuk di lestarikan meskipun dalam pelaksanaannya 

ada pergeseran. 

2. Karena nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam musyawarah adat daliha 

na tolu sangat tinggi nilainya, maka kepada masyarakat disarankan agar tetap 

menjaga eksistensi dalihan na tolu karena seluruh potensi sengketa dapat 

dieliminir di dalam musyawarah dalihan na tolu. 

3. Disarankan kepada pemerintah daerah, DPRD, penegak hukum dan aparat desa 

untuk memberikan dukungan yang tegas terhadap pemberlakuan mekanisme 

informal ini yang selama ini ditempuh masyarakat. 
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